BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan
pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau
seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi
barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu
yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat
mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik
orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran
yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan,
akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban
sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.'

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu
kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami
perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan

manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat

'https://dimasprasetyoutomo.blogspot.co.id/2012/1 1/pidana-bagi-pelaku-perusakan-
barang_ 23.html (11-04-2016).



kejahatan®. Persoalan-persoalan krisis lingkungan menjadi isu yang hangat
untuk diperbincangkan, mengingat manusia dihadapkan pada serangkaian
masalah-masalah global yang membahayakan kehidupan makhluk hidup.
Untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia
bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-
budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai
perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif figh. Mengingat figh
pada dasarnya merupakan "jembatan penghubung" antara etika (prilaku
manusia) dan norma-norma hukum untuk keselamatan alam semesta
(kosmos) ini.

Mengambil tanah orang lain biasa juga disebut sebagai tindakan
penyerobotan tanah. Ini merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang
lain secara melawan hukum. Bentuknya bisa dengan menempati tanah,
melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah dan sebenarnya.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di
Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan
mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak
mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang
lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara
tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat
digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana diketahui, tanah

merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah

? Koesparmono Irsan, Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian, (Jakarta:
Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), 85.



yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.
Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi
apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat
bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang
sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah,
penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.’

Dalam penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang
dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan
memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang
masuk wilayah hukum perdata, namun di dalamnya jelas terkandung
tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-
pasal yang terdapat di KUHP, antara lain: Pasal Pengancaman (Jika terdapat
unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku
memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Perusakan (Jika Pelaku
melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah,
pasal penyerobotan lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang
sah), Pasal Penipuan (Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu
muslihat dan melawan hukum.

Dalam tindak pidana penyerobotan tanah yang digunakan adalah Pasal
385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

dengan ancaman pidana paling lama empat tahun,' dimana barang siapa

3http://www.hukumproperti.com/2011/02/22/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-
perspektif-pidana/ (11-04-2016)
* R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia,1991), 265.
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dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani
dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia
tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau
turut mempunyai hak atasnya.

Pada kasus perusakan pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal
406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang secara
melawan hukum menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu merupakan
milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan.’

Dengan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi:

1. Barangsiapa (menunjuk pada pelaku, minimal pelaku yang diduga
melakukan perusakan)

2. Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa izin merusak
tanaman/pohon/bangunan/pagar milik seseorang)

3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
(pohon/tanaman/bangunan/pagar/kendaraan yang dirusak bukan milik

pelaku).

3 bid, 279.



Dalam hal semua unsur terpenuhi, maka pelaku yang melakukan
perusakan dapat dihukum pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan sehingga
dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Pasal 406 KUHP yang berbunyi:®

1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan.

2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja
dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat
digunakan atau menghilangkan hewan, yang merupakan milik

orang lain

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik jarimah yaitu, jarimah
hudud, jarimah gishash dan diyat, dan jarimah tak’zir adalah semua
perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.
Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti pencurian,

perusakan, penyelundupan, dan lain-lain.”

Dan dengan kejahatan tindak pidana perusakan tersebut termasuk
jarimah ta’zir, dimana jarimah ta’zir asas legalitasnya tidak diterapkan
begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta’zir hakim

memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan

6 .
Ibid, 278.
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 252



hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah ta’zir ini,
al-Qur’an dan al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk

jarimah maupun hukumannya.®

Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
2896/PID.B/2014/PN.Sby. Bahwa H.M Choirul Ma’asyik bersama dengan
Iklik Musyafa’ah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap barang. Dengan hal ini hakim menjatuhi
hukuman karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana perusakan dan
menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2

(dua) bulan.’

Berdasarkan Permasalahan di atas maka penulis ingin menberikan suatu
konsep tentang penelitian yang berkenaan dengan “Tinjauan Hukum Pidana
Islam terhadap putusan Nomor: 2896/PID.B/2014/PN.Sby. Tentang

Perusakan Aset Tanah Di Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari paparan Latar Belakang diatas maka pokok yang akan dikaji dalam
pembahasan ini adalah:
1. Tindak pidana perusakan berdasarkan pasal 406 KUHP.

2. Tindak pidana perusakan ditinjau dari hukum pidana Islam.

% Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Bani
Quraisy, 2004), 48
? Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No:2896/PID.B/2014/PN.Sby.



3. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 406 KUHP tentang
perusakan.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 406 KUHP tentang
perusakan dalam hukum pidana Islam.
5. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor
2896/Pid.B/2014/PN.SBY.
Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:
1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor
2896/Pid.b/2014/pn.Sby tentang perusakan aset tanah.
2. Tinjauan  hukum  pidana Islam  terhadap  putusan  nomor
2896/Pid.B/2014/PN.SBY tentang tindak pidana perusakan aset tanah

berdasarkan pasal 406 KUHP.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di
atas adalah:
1. Bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap  putusan  nomor
2896/PID.B/2014/PN.Sby. tentang perusakan aset tanah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor

2896/P1ID.B/2014/PN.Sby. tentang perusakan aset tanah ?



D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Berkaitan dengan tema yang diantaranya ialah:

1. Rachmad Raharjo dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan
Negeri Meulaboh Nol31/PID.B /2013 /PNMBO. Dalam hukum pidana
Islam tindak pembakaran lahan yang dilakukan oleh fa’zir karena tidak
ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini
diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku fa’zir
Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pembakaran lahan harus
mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi
perbuatannya lagi di masa yang akan datang."

2. Septya Sri Rezeki, dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi
terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan
Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam skripsinya
memaparkan korporasi sebagai legal person merupakan subjek hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya baik sebagai pimpinan

' Rachmad Raharjo,- Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus
Pembakaran Lahan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nol31/PID.B /2013 /PNMBO,
(Skripsi-UIN sunan ampel, Surabaya, 2016).



korporasi (factual leader) maupun pemberi perintah (instrument giver),
keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Badan hukum
atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus sejalan
dengan strict liability."

3. M. Zahir Mashuri, yang berjudul “Sanksi Pidana Akibat Pencemaran
Limbah Industri terhadap Air Sungai menurut Maqasid shari’ah: Analisis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persamaan dalam
skripsi yang ditulis oleh M. Zahir Mashuri adalah sama-sama membahas
tentang sanksi pidana yang harus ditegakkan untuk menghindari adanya
kegiatan pencemaran yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan fungsi
lingkungan hidup bagi peruntukannya.'?

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian
yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang membedakan dalam
penulisan skripsi ini yang penulis bahas, analisis tentang tindak pidana
perusakan aset tanah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:

2896/pid.B/2014/PN.SBY.

1 Septya Sri Rezeki, Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability
dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam| (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2013).

2 M. Zahir Mashuri, Sanksi Pidana Akibat Pencemaran Limbah Industri terhadap Air Sungai
menurut Maqasid As Syari’ah: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupl (Skripsi IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2011)
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E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai
atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan

tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan nomor
2896/pid.b/2014/pn.Sby tentang perusakan aset tanah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan nomor

2896/pid.b/2014/pn.Sby tentang perusakan aset tanah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis

dan kegunaan praktis, yakni :

1. Kegunaan teoritis untuk memberikan sumbangan, pemikiran, dan ilmu
pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif
melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada,
khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan aset
tanah.

2. Kegunaan praktis untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan
tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak
yang berkompeten mengenai analisis pemidanaan tindak perusakan aset

tanah.
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G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu

dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Hukum pidana Islam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang
diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman hudud atau ta’zir, dalam
penelitian ini tindak pidana perusakan dikenakan hukuman jarimah ta’zir.

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2896/pid.B/2014/PN.SBY
adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan
berbagai pertimbangan, pada penelitian ini tentang perusakan aset tanah
yang merupakan tindak pidana dimana seseorang dengan maksud untuk
merusak barang milik orang lain dengan berimplikasi merugikan

pemiliknya.

H. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
a. Data mengenai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
2896/pid.B/2014/PN.SBY tentang tindak pidana perusakan aset tanah.
b. Ketentuan tentang tindak pidana perusakan menurut hukum pidana
Islam.
2. Sumber Data

a. Sumber data primer



12

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari dokumen-

dokumen yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

2896/pid.B/2014/PN.SBY tentang Perusakan aset tanah.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan

mencari data atau informasi berupa bahan-bahan tertulis seperti buku-

buku, dokumen peraturan-peraturan dan bahan bahan lainnya. Adapun

buku-buku literature yang dipakai adalah:

1) Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah) karya A. Jazuli

2) Fiqih Jinayah karya Masyrofah

3) Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich

4) Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi

Muslich
3. Teknik pengumpulan data
Jenis penelitian ini adalah Library Research atau studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisah
dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang
yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi
kepustakaan. Melalui studi kepustakaan juga dapat diperoleh informasi
tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian,
ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat
memangfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relavan

dengan penelitian yang akan dilakukan.
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4. Teknik pengolahan data
Penulis akan memaparkan dan mendeskrisipkan semua data yang
penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. FEditing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama
kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara
yang satu dengan yang lain.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

c. Analyzing, yaitu menganalisa data yang telah dideskripsikan dan
kemudian ditarik kesimpulan.

5. Teknis analisis data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan
teknik deskriptif analisis verifikatif yaitu membuat deskripsi, gambaran,
atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun
terkait dengan pembahasan. Metode yang digunakan dalam menganalisis
data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu data-data yang
diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk dikumpulkan

secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:
Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
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kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan tentang
perusakan aset tanah dalam KUHP, perusakan aset tanah dalam hukum
pidana Islam, sanksi perusakan aset tanah dalam hukum pidana Islam, sanksi
perusakan aset tanah dalam KUHP.

Bab III, bab ini membahas tentang gambaran umum pengadilan negeri
surabaya, deskriptip kasus tentang perusakan aset tanah perkara No.
2896/PID.B/2014/PN.Sby  putusan pengadilan  negeri surabaya,
pertimbangan hukum hakim, amar putusan.

Bab IV, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis
terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana perusakan aset tanah
dalam Putusan No. 2896/Pid.B/2014/PN.Sby. Dan analisis tinjauan hukum
pidana Islam terhadap tindak perusakan aset tanah dalam Putusan No.
2896/Pid.B/2014/PN.Sby.

Bab V, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi

yang berisi kesimpulan dan saran.



